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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Anak sebagai unsur penting kehidupan masa depan memerlukan
pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan
spiritualnya secara maksimal, perkembangan tersebut terjadi di lingkungan anak.
Lingkungan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkembangan
anak karena pada dasarnya tempat anak mempelajari hal-hal baru dalam
pertumbuhannya adalah di lingkungan, termasuk hal-hal yang dapat
mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.
Anne Astasi mantan presiden  American Psychological Associaton
mengemukakan bahwa pengaruh keturunan kepada tingkah laku tidak
terjadi secara langsung, pengaruh Kketurunan selalu membutuhkan
perantara atau perangsang yang terdapat dalam lingkungan, dan faktor
lingkungan menjadi sumber dari berkembangnya setiap tingkah laku®.
Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang
belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah
umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid/inferiority) atau biasa disebut juga
sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under
voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia
kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan

untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang

digunakan untuk menentukan umur anak.?

! Singgih, yulia, 2008, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, PT. BPK. Gunung
Mulia, Jakarta, him. 19
2 Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, Hal.5.
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Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan
yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum
dewasa.’

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariatif tergantung jenis
tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini
telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan
jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UndangUndang
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut: “Anak adalah
orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

Namun dengan adanya Putusan No.1/PUUVIII/2010; Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa 8 (delapan) tahun pada Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti menjadi 12 (dua
belas tahun). Dikuatkan dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak. Akan tetapi sesuai pasal 108 dalam UU
tersebut baru akan diberlakukan dua tahun setelah disahkan pada Juli tahun
2012.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak
memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu
bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah

mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat

% Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal 50
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diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif
tergantung pada kepentingannya.

Keberadaan anak dilingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian
secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat
disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumabh, jika
pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan
tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap
anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan
perbuatan yang baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan
perwujudan atas hak-hak yang dimiliki seorang anak.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan
oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus
globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial
serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari
pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi
perilaku anak, Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain,
perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang
berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama

3
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15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dewasa ini bahkan telah terjadi suatu fenomena yang terjadi bahwa
perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik
dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh

orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai

korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai “ sodomi “.*

Kejadian di atas merupakan salah satu contoh tentang perilaku kenakalan
anak yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Anak yang
melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun persoalannya apakah anak
yang melakukan tindak pidana dengan latar belakang kenakalan dan karena
lemahnya kedudukan anak terhadap orang dewasa, sehingga mereka sangat
mudah dijadikan obyek pencabulan dengan berbagai alasandan sering kali dengan
menggunakan modus penipuan berupa iming-iming uang ataupun barang yang
disenangi si anak. Jika melihat arti penting anak bagi perkembangan
pembangunan bangsa dan negara, pemerintah perlu memberikan aturan secara
formal dan materiil untuk pelaksanaan perlindungan anak. Salah satu peraturan
yang mengatur tentang anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang
mengatur tentang Perlindungan Anak.

Anak yang masih dalam pencarian jati diri mempunyai mental yang sangat
mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga
jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk dapat berpengaruh pada
tindakan yang buruk juga.

Kesalahan anak yang ringan dapat berkembang menjadi kenakalan anak
yang apabila dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang

4 Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, Pidana Islam Indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta,
him.179.
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tepat, serta terpadu oleh semua pihak maka gejala kenakalan anak ini akan

menjadi tindakan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminalitas,

menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana.’

Perbuatan atau tingkah laku anak yang menyalahi hukum disebut
Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), Peter Salim mengartikan juvenile
delinquency adalah kenakalan anak remaja yang melanggar hukum, berprilaku
anti sosial, melawan orang tua, berbuat jahat, sehingga sampai diambil tindakan
hukum.®

Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat
menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu dapat dilihat dari
diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36
Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang terakhir Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pelaku tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa sebagai
pelaku tindak pidana, ketentuan hukum mengenai anak-anak khususnya bagi anak
yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum
acara maupun ancaman pidananya.

Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan

perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang

masih panjang, dan pembedaan perlakuan antara pelaku tindak pidana
anak dengan dewasa juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan

® Wagiati, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, , him. 16
® Peter Salim, 1997, Salim Ninth Collegiate English Indonesia Dictionary, cet 3, Modern
English Press, Yogyakarta, him. 321.
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kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya
untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga,
masyarakat, dan Negara.’
Data dari Direktorat jenderal Pemasyarakatan tentang Kondisi Anak
Pelaku Tindak Pidana saat ini antara lain sebagai berikut:®
1. Lebih dari 7.000 anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses
peradilan setiap tahun
2. Bulan Juli 2010 terdapat 6.273 anak yang berada di Tahanan dan lapas di
seluruh Indonesia, terdiri dari 3.076 anak dengan status tahanan, 3.197
Narapidana dan 56 Anak negara .
3. Dari 6.273 anak tersebut diatas, 2.357anak ditempatkan di Lapas Anak,
sedangkan sisanya sebanyak 3.916 anak ditempatkan di Lapas Dewasa .
4. 5 (lima) Jenis tindak pidana yang paling dominan dilakukan anak vyaitu :
Pencurian , Narkotika, Susila, penganiayaan dan pengeroyokan
Peradilan anak ada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk
mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat
meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.®
Keadaan dimana anak adalah generasi penerus yang diharapkan kelak dan
kemungkinan masih dapat dibimbing lagi karena masih dalam tahap
perkembangan, maka patutlah untuk seterusnya negara mengubah paradigma

dalam penangan anak berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

" Wagiati, Op.Cit. HIm. 29
8Apong, Penanganan Anak yang bermasalah dengan  hukum, 2015,
http://www.situslama.kemenkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakomaspemberwanita_anak/ABH%
20HARUS%20BAGAIMANA.ppt, di akses pada tanggal 24/07/2015.
® Maidin, 2008, Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak
di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, him.77
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Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah membahas revisi UU

Pengadilan anak dengan substansi penting :*°

1. Penyelesaian perkara anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif

2. Dalam penyelesaian perkara anak dimungkinkan adanya proses pengalihan
dari proses formal (diversi )

3. Perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Substansi dan hal penting
tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diharapkan akan mewujudkan sistem
peradilan yang lebih spesifik dan sebagai penyempurnaan dan
penanggulangan hambatan- hambatan yang dirasakan pada peraturan
sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak, diantaranya definisi anak, lembagalembaga
anak, asas-asas, sanksi pidana, ketentuan pidana.

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam
satu sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan yang disebut
dengan peradilan pidana atau criminal justice system. Perlindungan hukum
terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku, hal ini perlu
mengingat bahwa anak adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai
keterbatasan secara fisik dan mentalnya oleh karenanya anak memerlukan
perlindungan dan perawatan khusus.™* Perlindungan hukum tersebut tidak
terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, dalam sistem

hukum khususnya peradilan pidana anak juga telah menjadi perhatian penting

10 H
Ibid
1 Marlina. 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi
dan restorative justice, Refika Aditama, Medan, him 42
7

UNIVERSITASMEDAN AREA



dengan adanya sistem yang edukatif atau mendidik Kkhusus untuk anak,
perkembangan sistem yang edukatif ini tak terlepas dari konsep restorative
justice. Sistem pemidanaan yang bersifat mendidik (edukatif), tidak hanya
menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana
caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan
tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan
atau penjara, memungkinkan dapat tercapainya tujuan dari pembuatan peraturan
yang mengatur tentang anak tersebut.*?

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa
Negara bertujuan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat
Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan
yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa :

“anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai
ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan
sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.

Oleh karena itu anak adalah asset bangsa dan juga sebagai generasi

penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Upaya

2 1bid
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perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia
maupun didunia Internasioanl. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan
pernah berhenti, karena merupakan masalah universal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun
penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Restoratif Justic

Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak”

1.2.  ldentifikasi Masalah

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya
berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau
sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Pelaku kejahatan
tersebut merasa bahwa anak-anak di bawah umur dapat menjadi salah satu
sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya
akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap
anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak -anak
akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap
tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu,
dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut
kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan
tersebut.

Angka kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami
kenaikan cukup signifikan, hampir setiap hari bila kita melihat dan mendengarkan

baik melalui media cetak maupun elektronik. Pelakunyapun beragam, mulai dari
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kakek-kakek hingga tetangganya sendiri. Dari banyak kasus yang berhasil
terungkap, biasanya pelakunya orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan
tak sedikit orang tua mencabuli anak kandungnya sendiri. Pelaku memanfaatkan
kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk memuluskan niat jahatnya.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda
anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks
Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu,
anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan
melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis,
mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak
harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang
seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial.

Terlebih  lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode
pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar
kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam
meniti kehidupan.”*Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang
kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan tersebut, oleh karena itu anak harus dibantu oleh
orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.™

¥ Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, him., 1
¥ Mukaddimah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
10
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Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap
anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak
ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga,
kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui
peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Anak yang
melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat
dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan,
teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh
anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh
tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak
tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada
pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa
konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem
peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara
ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih
baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

“Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam
melakukan tindak kejahatan.”*®

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses
formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para
ahli  hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan

mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum

3 M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif
Konvensi Hak Anak, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF,
Situasi Anak di Dunia 1995, Jakarta 1995, him. 1
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atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan
alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan
kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-
Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh
dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative
juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di
luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban,
pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang
berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk  mencapai
kesepakatan dan  penyelesaian.  Restorative justice dianggap cara
berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang
dilakukan oleh seseorang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan
pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan
sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh
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karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal
tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan
Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan
restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan
Diversi.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di
Indonesia masih menghadapi  berbagai persoalan. Persoalan yang ada
diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak vyang tidak sesuai
prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam
lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan
putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap
anak.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka dapat diidentifkasikan
beberapa masalah :

1. Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan sesuatu yang
harus diperhatikan secara serius, anak yang seyogyanya sebagai penerus

kehidupan dan keberlanjutan suatu bangsa harusnya memperoleh pendidikan

13

UNIVERSITASMEDAN AREA



(formal dan informal). Anak yang melakukan tindak pidana terutama tindak
pidana pencabulan, jangan hanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana
namun juga harus dilihat bahwa anak juga sebagai korban dari kurang
mampunya (keluarga dan masyarakat serta pemerintah) dalam memberikan
pengayoman kepada anak.

2. Pemberian sanksi hukuman kurungan atau penjara kepada anak merupakan
merupakan jalan terakhir sebagai upaya memberikan efek jera kepada anak.
Penerapam restoratif justice kepada anak sebagai pelaku tindak pidana
harunya lebih dikedepankan dalam rangka tumbuh kembangnya psikologis

anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

1.3. Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.
Adapun batasan tersebut adalah :
1. Penelitian ini dilakaksanakan di Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan
Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran
2. Penelitian ini dibatasi dengan melihat Apakah Putusan hakim sudah sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.4. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai
berikut :

1. Bagaimana penerapan restoratif justic pada sistem peradilan anak ?
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor
38/Pid.Sus/2015/PN.Kisaran dalam perkara tindak pidana pencabulan

yang dilakukan oleh anak ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang
menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan
perkembangan sitem peradilan anak, serta guna menambah literature dan
bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat masih kerap terjadi pencabulan
terhadap anak.

2. Untuk mengetahui bagaimana dan penerapan restoratif justic dalam sistem
peradilan anak.

3. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu
yang sudah diperoleh.

1.5.2. Manfaat Penelitian
1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan
perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan
mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang

masalah ini.
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2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi
dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
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